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                          KECAMATAN KENOHAN 



KATA PENGANTAR 

 
Pohon Kinerja atau Cascading Kinerja Kecamatan Kenohan Tahun 2026 merupakan 

penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang 

mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan pohon kinerja ini 

bertujuan agar terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

akuntabel. 

Pohon Kinerja atau Cascading Kinerja merupakan dokumen perencanaan yang 

berisi sasaran dan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

Perjanjian Kinerja secara berjenjang, dan mampu memastikan sudah sesuai dengan 

sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Semoga dengan adanya Pohon Kinerja atau Cascading Kinerja Kecamatan Kenohan 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diharapkan bermanfaat dan menuju 

peningkatan kinerja pada Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

.

Kenohan, 06 Januari 2026 

CAMAT KENOHAN 

H. KASPUL, SE.,M.Si 
Pembina TK.1 

NIP. 19680409 198903 1 005 



 
Terlaksananya 

Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Terlaksananya 

Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan 

Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pembinaan 

Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional

Terlaksananya 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di

Wilayah Kecamatan

Terlaksananya 

Harmonisasi Hubungan 

dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat

Jumlah kegiatan rapat 

yang melibatkan tokoh 

agama dan tokoh 

masyarakat

Terlaksananya 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

 Meningkatnya  stabilitas  kondusivitas  daerah

Indikator 3 :

Indeks Pelayanan

Publik

Nilai SAKIP

Angka Kriminalitas

Indikator 4 :                                                                                                    

Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat Pengangguran Terbuka

Rasio Gini

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Kegiatan 14:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

Sasaran Kegiatan :

TerlaksananyaFasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Indikator :

Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

INDIKATORSASARAN

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait 

Terlaksananya 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di

Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan 

Fasilitasi Bupati Cup dan 

Laporan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

Meningkatnya  

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Kegiatan yang 

diikuti oleh Masyarakat 

di wilayah kecamatan  

Meningkatnya  

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan  

Meningkatnya  

Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Meningkatnya 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pendampingan 

Desa di Wilayahnya

Terlaksananya 

Harmonisasi Hubungan 

dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat

Jumlah kegiatan rapat 

yang melibatkan tokoh 

agama dan tokoh 

masyarakat

Terlaksananya 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Terlaksananya 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

PROGRAM 6:

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Program 6 :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Indikator :

Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

PROGRAM 2:

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM 3:

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM 4:

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM 5:

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program 2 :

Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Program 3 :

Meningkatnyakan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa/Kelurahan

Sasaran Program 4 :

Meningkatkan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Sasaran Program 5 :

Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Indikator :

Persentase pelayanan perijinan dan non 

perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP

Indikator :

Persentase Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif

KEPALA DAERAH

PERANGKAT DAERAH

Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Layanan Administrasi Di Kecamatan

Indikator 1 :

Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

Indikator 2:

Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) Yang Sesuai SOP

Tersedianya Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

PROGRAM 1:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program 1 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah

Indikator :

Nilai SAKIP Kabupaten

CAMAT

PEMERINTAH DAERAH

VISI :

‘’Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri 

Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan’’

Tujuan Visi 3 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Berdaya Saing.

Tujuan Visi 4                                                                                                  

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran Visi 3 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator 3:

Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta 

Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik

Sasaran Misi 4 :                                                                                             

Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan 

berkarakter

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

dan Menurunnya

ketimpangan

Indeks Daya Saing

Daerah

Indikator 3 :

Indeks Reformasi

Birokrasi

Indikator 4 :                                                                                                   

Tingkat Kemiskinan

Indikator :

Persentase Kegiatan Koordinasi 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang 

Melibatkan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan 

Instansi Vertikal, Serta Tokoh Agama Dan 

Tokoh Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

Indikator :

Cakupan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Kegiatan 1:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan 5:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan 7:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan 10:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan 12:

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator :

Jumlah kegiatan dalam Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Indikator :

Jumlah urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan kecamatan

Kegiatan 13:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran Kegiatan :

Tersedianya Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan :

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Kegiatan 2:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan 6:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan 8:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan 11:

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

Sasaran Kegiatan :

Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan :

Terpeliharanya Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 

Ada di Kecamatan

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator :

Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

disediakan

Indikator :

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Indikator :

Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / 

Kelurahan

Indikator :

Jumlah laporan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah yang akuntabel

Indikator :

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Yang 

dipelihara

Indikator :

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

yang difasilitasi

Indikator :

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat 

kecamatan

Kegiatan 3:

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan 9:

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran Kegiatan :

Tersedianya Laporan Pencatatan Barang 

Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SEKRETARIS CAMAT

Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator :

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 

Daerah Yang Tersedia

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

Dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, Dan Kepegawaian Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Desa

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya kegiatan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Camat

Indikator :

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah yang diadministrasikan

Indikator :

Jumlah pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Camat

Kegiatan 4:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

SASARAN

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATORINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Tersedianya  Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Nonperizinan pada 

Urusan Pemerintahan

Tersedianya 

Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Jumlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

(SAKIP)

Terlaksananya 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Urusan 

Pemerintahan yang 

Terkait dengan 

Nonperizinan

Terlaksananya 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait 

Meningkatnya  

Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Terlaksananya Urusan 

Pemerintahan yang 

terkait dengan 

Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan

Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Tersedianya Laporan 

Hasil Penilaian Barang 

Milik Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian 

Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Laporan Hasil 

Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian 

Barang Milik Daerah 

SKPD

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajaknya

Tersedianya Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Terlaksananya 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Terlaksananya 

Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang 

Telah Dikumpulkan dan 

Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD

Meningkatnya  

Penyelenggaraan 

Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Diselenggarakan 

Meningkatnya  

Peningkatan Kapasitas 

Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Terlaksananya 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Tersedianya Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayahnya

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Meningkatnya 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di Desa

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Lembaga 

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Diselenggarakan

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Meningkatnya  

Peningkatan Kapasitas 

Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Terlaksananya 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan
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Sasaran

Sasaran

Sasaran

Sasaran

Sasaran Program

Indikator

Sasaran

Indikator

Sasaran Kegiatan

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Indikator
Jumlah dokumen rencana, 

anggaran, dan  Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

yang akuntabel

Sasaran Kegiatan
Tersedianyan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi 
Umum Perangkat Daerah

Indikator
Jumlah Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah yang 

diadministrasikan

Jumlah jenis Administrasi 
Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan
Tersedianya Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Indikator

Jumlah waktu penyesiaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 
disediakan

Sasaran Kegiatan

Tersedianya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Indikator

Jumlah Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 
dipelihara

No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator No Sasaran Indikator

1.
Tersedianya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)
1.

Tersedianya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah (SAKIP)

Jumlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

(SAKIP)

2.

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

2.
Terlaksananya Urusan 

Pemerintahan yang Terkait 
dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan
2.

Meningkatnya  Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

2.

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

2.

Terlaksananya 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

1.
Tersedianya Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

1.
Tersedianya Dokumen 

Penyusunan Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

3.

Meningkatnya  Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan

Jumlah Kegiatan yang diikuti 
oleh Masyarakat di wilayah 

kecamatan 
3.

Terlaksananya Pelaksanaan 
Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan
3.

Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan yang terkait 

dengan Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan
2.

Tersedianya  Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
2.

Tersedianya Pelaksanaan 
Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 

Daerah 

3.
Meningkatnya Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

3.
Meningkatnya Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

4.

Meningkatnya  Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

4.

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat Dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi Bupati 
Cup dan Laporan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

4.

Terlaksananya Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal 
di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di
Wilayah Kecamatan

4.
Terlaksananya Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
Pendampingan Desa di 

Wilayahnya
3.

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

5.
Terlaksananya Penyelenggaraan 

Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 

Diselenggarakan
5.

Meningkatnya  Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan

Jumlah Kegiatan yang diikuti 
oleh Masyarakat di wilayah 

kecamatan 
5.

Terlaksananya Pelaksanaan 
Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan
5.

Terlaksananya Pelaksanaan 
Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan
4.

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

6.
Terlaksananya Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh Agama 
dan Tokoh Masyarakat

Jumlah kegiatan rapat yang 
melibatkan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat
6.

Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

5.
Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan

7.

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar 
Suku dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional

7.
Terlaksananya Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
Pendampingan Desa di 

Wilayahnya
6.

Terselenggaranya Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8.
Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

8.
Terlaksananya Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan
7.

Tersedianya Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan 

9.
Terlaksananya Koordinasi 

Pendampingan Desa di 
Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
Pendampingan Desa di 

Wilayahnya
8.

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Perorangan 
Dinas  atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

10.
Terlaksananya Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan
9.

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter

Pemerintah Daerah / 
Kabupaten

Indikator

Indikator
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan

Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah

Indikator
Kepala Daerah

 Tingkat Kemiskinan

Terlaksanannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 

yang Ada di Kecamatan

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)  yang difasilitasi 

Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Camat

Nilai SAKIP

Indikator
Perangkat Daerah / 

Kecamatan

Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang 
melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 

yang dilaksanakan secara efektif

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 
Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, Dan 

Kepegawaian

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat
Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, Dan 
Kepegawaian

Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 
Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Sekretaris Camat

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatknya Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa

CASCADING KINERJA KECAMATAN KENOHAN TAHUN 2026

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Layanan Administrasi Di Kecamatan
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

Camat

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah

Meningkatknya Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Persentase  Jumlah Kegiatan Pengawasn Pemerintahan 
Desa

Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP
Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik

Meningkatknya Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatknya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Meningkatknya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang 

dilaksanakan sesuai SOP
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa/Kelurahan Yang Aktif

Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum Yang Melibatkan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan 

Instansi Vertikal, Serta Tokoh Agama Dan Tokoh 
Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan
Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum



 

 

 
 

 

 

 

 

SEKSI DAN SUB BAGIAN

KENOHAN, 06 JANUARI 2026
CAMAT KENOHAN

H. KASPUL, SE, M.Si
PEMBINA TK. I / IV. B

NIP. 19680409 198903 1 005

OPD PENDUKUNG

INSTANSI VERTIKAL

SASARAN STRATEGIS

KECAMATAN KENOHAN

"Meningkatnya Layanan Administrasi Di 
Kecamatan"

Pagu Rp. 16.693.687.741,-

Indikator Sasaran :

Indeks Pelayanan Publik 

Kecamatan Target 2,27 Nilai

Persentase Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang 
Sesuai SOP Target 100 %

1

2

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja

Perangkat Daerah yang Ada di 
Kecamatan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat

Program Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Dan Kelurahan

Kegiatan
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa
- Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan
- Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Sub Bagian Umum, Tata Laksana, 

Dan Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program 

Dan Keuangan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat

Seksi Pemerintahan

CROOSCUTTING KECAMATAN KENOHAN TAHUN 2026

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum

Kegiatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Koordinasi Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum

Kegiatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

POLRI

TNI

Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Badan Pusat Statistik

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dinas Komunikasi Dan 

Informatika

Inspektorat Daerah

Sekretariat Daerah Bagian 

Organisasi Tatalaksana

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia

Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Daerah

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Persentase Desa Yang 

Melaksanakan Administrasi Serta 
Pengelolaan Keuangan Desa Yang 

Tertib Dan Baik Target 75 %

3

Program Pembinaan Dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa

Kegiatan
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 



CAMAT 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 

Kecamatan 

Persentase Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) yang 

sesuai SOP 

2 Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 

4 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

5 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

6 

Terwujudnya pengelolaan data pemerintah 

daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan 

7 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

8 
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan 

Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa / Kelurahan 

9 
Terciptanya ketentraman dan ketertiban 

umum di wilayah kecamatan 
Persentase gangguan trantibum yang ditangani 

10 
Meningkatnya kualitas pelayanan 

kesejahteraan sosial 

Persentase PMKS yang mendapatkan 

pelayanan/rehabilitasi sosial 

11 
Meningkatnya cakupan urusan pemerintahan 

umum 

Cakupan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum (Forkopimcam, MTQ, dll) 

12 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

13 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

14 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

15 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 



SEKCAM 
 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 

Terwujudnya pengelolaan data pemerintah 

daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan 

5 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

7 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

8 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

9 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASI PEMERINTAHAN 
 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Meningkatnya cakupan urusan pemerintahan 

umum 

Cakupan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum (Forkopimcam, MTQ, dll) 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

7 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

8 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

9 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASI TRANTIB 
 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Terciptanya ketentraman dan ketertiban 

umum di wilayah kecamatan 
Persentase gangguan trantibum yang ditangani 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

7 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

8 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

9 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
 
 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan 

Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa / Kelurahan 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

7 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

8 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

9 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 
 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan 

Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa / Kelurahan 

6 
Meningkatnya kualitas pelayanan 

kesejahteraan sosial 

Persentase PMKS yang mendapatkan 

pelayanan/rehabilitasi sosial 

7 
Meningkatnya cakupan urusan pemerintahan 

umum 

Cakupan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum (Forkopimcam, MTQ, dll) 

8 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

9 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

10 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

11 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASI PELAYANAN UMUM 
 
 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 

Kecamatan 

Persentase Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) yang 

sesuai SOP 

2 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 

4 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

5 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

6 

Terwujudnya pengelolaan data pemerintah 

daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan 

7 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

8 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

9 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

10 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

11 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASUBBAG UMUM TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

7 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

8 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

9 
Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD 

10 

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

11 
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

12 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan 

13 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 

14 
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 



15 
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

16 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

17 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN 
 
 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA 

1 
Meningkatnya layanan administrasi di 
Kecamatan 

Persentase Desa yang melaksanakan 

Administrasi serta Pengelolaan Keuangan 

yang tertib dan Baik 

2 

Terwujudnya organisasi perangkat daerah 

yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat 

Daerah 

3 Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD 
Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada 

perangkat daerah per Triwulan 

4 Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan 

telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap 

bulan 

5 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% 

Paling Lambat Bulan Februari Setiap Tahun 

6 
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% 

Per 31 Maret Setiap Tahun 

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

100% Per 31 Maret Setiap Tahun 

7 
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji 

(GEMA)" di Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam 

Mengaji (GEMA)" 

8 
Terkoordinasinya Tugas Dan Fungsi Urusan 

Kecamatan 
Jumlah Laporan 

9 
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

10 
Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 

Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah 

11 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

12 
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

13 

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
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